BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.442, 2009 DEPATEMEN KEUANGAN. Bea Masuk. Impor.
Bahan. Kawat Ban.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR187/PMK.011/2009

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD)
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri
kawat ban (stedl cord) di dalam negeri, perlu memberikan
insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah
atas impor barang dan bahan guna pembuatan kawat ban
(sted cord);

b. bahwa terhadap impor barang dan bahan guna pembuatan
kawat ban (sted cord) telah memenuhi kriteria dan
ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung
pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan
Untuk Memprodukss Barang dan/atau Jasa Guna
Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri
Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2009;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, seta dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang
dan Bahan Untuk Memproduks Barang dan/atau Jasa
Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing
Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2009,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang
dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (stee cord)
Untuk Tahun Anggaran 2009;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2009 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5041);
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5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008
tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor
Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau
Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya
Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran
2009;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA
MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT
BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 20009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya
membuat kawat ban (steel cord).

2. Barang dan Bahan adalah bahan penolong yang
digunakan untuk memproduksi kawat ban (steel cord).

Pasal 2

(1) Atas impor Barang dan Bahan sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung
pemerintah.

(2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagamang
dimaksud ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran
sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta
rupiah).
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(3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah

(1)

(2)

dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
Perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri
Logam Mesin Tekstil dan Aneka, Departemen
Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2, Perusahaan
menggjukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea
dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB)
yang telah disetujui dan ditandasahkan olen Direktur
Jenderal Industri Logam Mesin tekstil dan Aneka,
Departemen Perindustrian.

Rencana Impor Barang (RIB) sebagairnana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagal
berikut

a. Nomor dan tangga RIB;

b. Nama Perusahaan;

c. Nomor Pokok Wajib Pgak (NPWP);

d. Alamat;

e. Kantor pabean tempat pemasukan barang; .
f. Uraan, jenis dan spesifikasl teknis barang;
g. Postarif (HS);

h. Jumlah/ satuan barang;

I. Perkiraan hargaimpor;

J. Negaraasd;

k. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan

|.  Pimpinan Perusahaan.



